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Mengingat

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan  Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1,

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggaraan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun
1945.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
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Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.814.078.999.348,00

terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.554.078.999.348,00
b. Belanja Daerah Rp2.813.443.899.348,00
Defisit (Rp259.364.900.000,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp260.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp635.100.000,00
Pembiayaan Neto Rp259.364.900.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah
Tahun Berkenaan Rp.0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
direncanakan sebesar Rp2.554.078.999.348,00 (dua triliun lima
ratus lima puluh empat milyar tujuh puluh delapan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan
rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer.
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Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(3)

()

(1)

(2)

3)

huruf a direncanakan sebesar Rp545.371.888.598,00 (lima
ratus empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan
puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp232.230.092.223,00 (dua ratus tiga
puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh
dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp299.647.174.414,00 (dua ratus
sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh
juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat belas
rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp4.181.030.072,00 (empat milyar seratus delapan
puluh satu juta tiga puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp9.313.591.889,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta
lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan
puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, direncanakan sebesar Rp2.008.707.110.750,00 (dua
triliun delapan milyar tujuh ratus tujuh juta seratus sepuluh
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.897.099.535.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan
puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus
tiga puluh lima ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp111.607.575.750,00 (seratus sebelas milyar enam ratus
tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah).




Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp2.813.443.899.348,00 (dua triliun delapan ratus tiga
belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus
sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.107.794.639.705,00 (dua
triliun seratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat
juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.346.300.311.707,00 (satu triliun
tiga ratus empat puluh enam milyar tiga ratus juta tiga ratus
sebelas ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp699.494.300.548,00 (enam
ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan
puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratus empat puluh
delapan rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp47.783.677.450,00 (empat puluh
tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus
tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp14.216.350.000,00 (empat
belas milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah).



Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b direncanakan sebesar Rp260.106.194.086,00 (dua
ratus enam puluh milyar seratus enam juta seratus sembilan
puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
e. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp63.523.488.697,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua
puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam
ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp71.568.281.670,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus
enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu
enam ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp117.787.501.578,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus
delapan puluh tujuh juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh
puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.651.922.141,00
(enam milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus
dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus
tujuh puluh lima juta rupiah).

aoop

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp19.396.877.949,00
(sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan
ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.



Pasal 10

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

d, yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp25.965.981.800,00 (dua puluh lima
milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.180.205.808,00
(empat ratus milyar seratus delapan puluh juta dua ratus lima
ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp259.364.900.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan
milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua
ratus enam puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b  direncanakan  sebesar
Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus
ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga
puluh lima juta seratus ribu rupiah).
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Pasal 14

(1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
(Rp259.364.900.000,00) (minus dua ratus lima puluh sembilan
milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah);

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan
sebesar Rp259.364.900.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan
milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025,
dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

b.
C.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan daerah APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a. Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;

b. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

c. Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;

d. Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan
APBD;

e. Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan
rancangan APBD; dan

f. Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas
nasional dengan program prioritas daerah.

5. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
rancangan peraturan daerah tentang APBD, antara lain:

a. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b. Daftar piutang daerah;

c. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah dan aset lain-lain;

Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years);

Daftar dana cadangan;

Daftar pinjaman daerah; dan

keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah.
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Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.
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Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.
SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 196802 1 001
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Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H.,,M.Si.
Pembina Tingf(at I
NIP. 19680501 199202 1 001
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